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BUPATI HALMAHtrRA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

KtrPUTUS$ BUPATI HALMAHtrRA BARAT
NOMOR ftA b /KIP1,.S/ {g 12*22

TtrNTANG

PtrNB?APAN KEW trNANGAN ASISTI1N

SEKRE'IARIAT DAtrRAI.i KABUPA?BN }{ AI,MAHERA tsARAT
StrBAGAI KOORDINATOR SESUAI BIDANG TUGAS

BUPATI HATMAHERA BARAT,

: a. bahr,r.a dalam rangka efektifitas tugas dan fungsi serta
Peranana.n Asisten c1i Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera
Barat, perlu menetapkan Asisten sebagai Koordinator sesuai
bidang tugasnya.

b. bahw-a berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat
tentang Penetapan Keu,'enangan Asisten Sekretariat Daerah
Kabupaten t{ahnahera Barat sebagai Koordinator Sesuai Bidano
Tugas.

1. Undang-unclang i{ctr:r:r 6* Tahun 19.58 te&tang Peneta-pan

{-:*riar:g-rir:d*.trg l{*mcr '}3 l}a;^i"lrat 'lahrirr I !i57 t*nkrng
P{::rrr1-ientukii:.l r}aerr*.h-daer*h Sr,ratactrr: Tirrgl-:ar il i}Carri Wiisrv::il
l];:-*r'ah Tirrekat tr futaluku mrnjarli Urrr}-ang-rindar:g {l,*lrrba;arr
l\r-gara i'irhr;rt lqird Nrtmor' 80, Tamt:al:itn Lernbalrrn \egala
Nomor 165);

2. Undang-undang Nomor 46 Tahurt lggg tenlang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kahrupaten Maluktt
Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nour*r 174,
Tambahan l-,emLraran Negara RI Nomar 3895) sebagaimana teiah
diubah dalam Undang-undang Notnor 6 Tahun 2000 {Lemtraran
Negara RI 'lahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran l'Iegara
RI Nomor 396li;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentr:kan
Kabupaten F{alma}rera Utara, Katiupaten Hairnahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, i{abupaten Halmahera Timur rlan
Kota Tidore Kepuiauan di Provinsi Maiuku Utara {kmbaran
Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor a26aJ;

llndang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat.ur Sipil
Negara {l,errrtraran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Norncr
6, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5a9ai;
Undang-Undang Nomor 23 Tahurt 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '}A*+
N*mor 244, Tambahan kmLraran Negara RepuLriik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Lindang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang l,Iomor 23 'lahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah {l,embaran Negara Reputrtrik
Incionesia Tahun 2015 Nomor 58, thmbaham Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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6. Und,ang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang Administrasi
Pemerintahan ilembaran Negara Republik Indonesia'lahun 2A L 4

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indolesia
Nomor 5601);

7. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun ZUlb tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2OL6

Nomor 114, Tamtrahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nornor 11 ?ahr,in 2Ol7 tentang Manajemen
Aparatur Sipil Negara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2A2l tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
'2021 Nomor 2A2, T ambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 67i8);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 20i8 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Radan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun '2022

tentang Peraturan Pelaksanaan Feraturan Pemerintah Nornor 94
Tahun 202L tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat. (kmbaran Daerah Kabupaten
F{almahera Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan kmtraran
Daerah KaLrupaten Halrnahera Barat Nomor 11) sebagaimana
telah diubah clengan Peraturan l)aerah Kabupaten Halmahera
Barat Nornor 2 Tahun 2A21 tentang Perubahan atas Peraturarl
Daerah Kabupaten l{almahera Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Orgilnisasi Perangkat
Daerah Kabupaten l{almahera Barat (lemtraran Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Flalmahera Barat Nomor 2);

13. Peraturan Bupali Halmahera Barat Nomor '22 Tahun 2021
tentang Pembagian Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretariat
Kabupaten Halmahera Baratl

14. Peraturan I3upati Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2422 tentang
Kedudukan, Susunan C)rganisasi, Tugas dan Pungsi Serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah KaLrupaten Flalmahera Barat.

MtrMUTUSI{AN:

Kernrenangan Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera
Barat Sebagai Koordinator sesuai Biriang Tugas setragairnana

tertuang dalam Peraturan Bupati Halmahera Eiarat Ncmor 4
Tahun 2A22 tentang Keduclukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat.

Para Asisten sebagaimana dirnaksud pada Diktum Kesntu,
diberikan kera'enangan untuk:
1" Memberikan penilaian terhadap Kine{a Kepala SKPD dibarvah

koordinasin.ya.
2. Memberikan Teguran secara tertulis kepada Kepala SKFII,

apabila ditemui adanya Pimpinan SKPII yang mengahaikan
tugas pokoknya sebagai Pembina Kepegawaian di uait
keq'anya atzrs timlakan indisipliner yang dilakukan Para
Pega',lrain-va, se hingga mengakibatkan masrrarakat dirugikan;
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Memberikan sanksi berupa punishmen bagi Kepala SKPD
beserta jajarannya, jika SKPD yang bersangkutan, tjdak
rnampu memenuhi standart kinerja yang diminta.
Memberikan pertimbangan kepada Rupati dan atau kepatla
Sekretaris l)aerah terhadap kepala SKPD _yang dinilai
mengabaikan tugas pokoknva.

Para Asisten diberikan tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam:
1. Melaksanakan Rapat koordinasi dan evaluasi terhadap

Kinerja para pimpinan Organisasi Perangkat llaerah yang
berada dibawah koord inasinya;
Melakukan monitoring dan mengkoordinir selunrh kegiatan

-1'ang berhubungan dengan peiaksanaan Desa Binaan pada
setiap Or:ganisasi Perangkat l)aerah dibarvah koordinasinya.
Mengambil tindakan penyelesaian/solusi terhadap setiap
permasalatran vang berkaitan dengan kebutuhan ralqyat {ti
Desa Binaan masfurg-masing.
Mengkoordinir penyelesaian tindak lanjut terhadap seluruh
Temuan Radan Perneriksa Keuangan (BPK) pacla setiap OIID"
Mengkoordinir penyelesaian tugas-tugas khusus (SATGAS]
yang berhuLrungan dengan kebutuhan masyarakat .vang
secara khusus ditangani OPD clibawah koordinasinya.
Melakukan pengawasan atas peiaksanaan tugas B-Plan. E-
Moniv, E-Data, tr-Bugting, E-Krisna dan Simlaras.
Melakukan pengawasan terhadap penyelesaian sesuai
tahapan ,,vaktu yang ditentukan atas Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah {LAKIP), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah {i,l-PDJ, Laporan Keterangan
Ferlanggungjawahan Kepala Daerah {LKPJ), Rencana Kerja
Pemerintah Daerah TRKPD), RENSTRA, Dokurten KUA PPAS,
Dokumen RKA dan Dokumen APBD Tahun Berkenaan.
Meu,akili Bupati/Wakil Bupati pada setiap acara sesuai
bidang tugasnya, apabila pada saat bersamaan Bi.rpati/Iffaki1
Bupat1 dan Sekretaris l)aerah meiaksanakan tugas kedinasan
diluar claerah.
Menandatangani Naskah Dinas -yang bersifat rutin {sr:rat-
surat" dinas yang tidak berkonsekwensi pengeluaran
keualgan atau berkonsekr,r,ensi hukum"

ASISTtrN I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
bertugas mengkoor dinir:
1. Sekretariat DPRD;
'2. Satpol PP;

3. Inspektorat Daeratr;
4. Dinas Pemberdayaan Masvaraket dan Pemerintahan Desa;
5. I)inas Sosial, Pemberdayaam Perempuan dan Periindungarr

Anak;
6. Badan Kesatrian Rangsa dan Pohtik Dnerah;
7 " Badan Penanggulangan Bencana Daerah iBPBD);
B. Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam
q. Bagian Kesra dan Tenaga Kerl'a
10. Kecamatan;
11. Tugas Pembantuan;
12. Agraria.
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ASISTBN II Bidang perekonomian dan pembangunan bertugas
mengkoordinir:
1. Dinas Pekerjaan Umurn dan penataan Ruang;
2. Dinas Perumahan, Kau,asan permukiman rlan Lingkungan

Hidup;
3. Dinas Perhubungan;
4. Dinas Ferindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu;
6" Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
7. Dinas Keiautan dan Perikanan;
8. Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga;
q. Badan Perencanaan, Penelitian dan pengeinbangan Daerah;
10. Bagian Layanan Pengadaan Barang clan Jasa;
1i. Bagian Hukum dan Organisasi;
1'2" Perusahaan Daerah.

AsisrrrN IiI Bidang Administrasi Umum bertugas mengkoordinir :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana;
5. Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian;
S. Badan Kepegar,r,aian Daerah;
7. Radan Pengetrola Keuangan Daerah;
L Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan;
9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
10. BLUD.RSUD.

Para Asisten dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab
kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris l)aerah;
Segala biaya yang timLrul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan parla Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Hatrmahera Barat Tahun Anggaran 2A2'2.
Keputusan ini mulai trerlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ket-entuan apabila dikemurlian hari t.erdapat kesaiahan atam
kekeiiruan didalamnya akan diadakan perutlahan sebagaimana
mestin-va.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal I s 'zo'22

BUPATI }.IALM BARAT,

Tembusan clisampaikan Kepada Yth:
1" Wakil Bupati Haimahera Barat di Jailolo;
2. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera l3arat di Jailolo;
3. Para Asisten Sekretariat Daerah Kab. Flalrl.aheu Barat di Jailolo;
4. Para Kepala Badan/Dinas di lingkup Pemerintah Kab. HaLmahera Barat di.Iailoio:
5. Para Kepala Bagial Sekretariat Daerah Kab. Haknahera Barat di Jailolo;
6. Para Camat se-Kabupaten Halmahera Barat di tempat.

Ass. Llid. Adm. Umum

Iiatrag. Hukum & Orgs
JAMES UANG
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